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WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 'f? TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana teknis Daerah Pada Dinas atau Badan Daerah
dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah

Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan
Peraturan Walikota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Komunikasi dan
Informatika,;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



@ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

8. Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah
Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN

ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

(1)
(2)

Daerah adalah Kota Padarng.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Walikota adalah Walikota Padang.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas yaitu UPTD
Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan UPTD dengan
klasifikasi A.



BAB III
UPTD LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan unsur pelaksana
teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh Kepala UPTD
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdiri
atas :
a. kepala UPTD;
b. sub bagian tata usaha; dan
c. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedua
Eselonering
Pasal §
Eselonering jabatan struktural pada UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik
ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
b. Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

(1) UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas membantu
sebagian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang layanan pengadaan secara
elektronik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD

Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan strategi pengadaan, pelayanan informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;

b. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis, pelatihan atau pemberian
konsultasi terkait Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

c. melaksanakan fasilitasi pembinaan sumber daya manusia;

d. melakukan uji coba terhadap sistem informasi yang dikembangkan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintahan; dan

e. memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Layanan Pengadaan
Secara Elektronik yang belum memenuhi persyaratan standarisasi.



Paragraf 2
Kepala
Pasal 7

Kepala UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik memimpin pelaksanaan
tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalati Pasal 6.

BAB IV
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai
tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi,
menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan
urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai
berikut :

a.

oo T

o

ks

(1)
(2)

(3)
(4)

(1)

melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan,
perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang
tugasnya,

menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis UPTD nya;
menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;

menyusun laporan pelaksaan anggaran;

melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan
katitor;

melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/ inventaris kantor;
mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;

melaksanakan wurusan surat menyurat dan tugas-tugas Kkearsipan,
perpustakaan dan dokumentasi;

mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
teknis di bidang keahliannya masing-masing.
Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai
dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional senior.
Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan
beban kerja.
Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, dan Kelompok
Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di hngkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



PDRF Edtiapekdorae yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(3) Dalam meyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis
Daerah Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi dan
Informatika (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Peember 2017

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 (eyembey 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ASN
BERITA RAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR "}9
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